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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada dasarnya perkawinan usia dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena 

yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di 

pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga perkawinan 

di usia dini masih terus berulang dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di 

kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Perkawinan usia dini akan berdampak pada 

kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Usia perkawinan pada 

usia dini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri 

yang masih remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara 

psikologis mereka masih belum matang berpikir, bahkan mereka cenderung labil dan 

emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada 

akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian 

bayi dan ibu dalam kasus perkawinan di usia dini merupakan kasus tertinggi di Indonesia. 

 

Oleh karena itu usia perkawinan di usia dini kembali dipertimbangkan oleh 

berbagai pakar dan tokoh masyarakat maupun pemerintah hal ini dikemukakan oleh 

Khasanah, Ngiyanantul. Dalam buku Perkawinan di Usia dini Masalah dan Problema 

(2017). Pemerintah melalui beberapa pemangku kebijakan telah berupaya melakukan 

intervensi kebijakan terkait perkawinan di usia dini untuk mencapai tujuan yang sama yaitu 

menurunkan angka perkawinan di usia dini serta meningkatkan kesejahteran masyarakat 

terutama remaja atau generasi milenial menuju keluarga yang berkualitas. Meskipun sudah 

banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan di usia dini. 

 

Namun belum ada perubahan yang berarti, kenyataanya dalam kurun waktu 

beberapa tahun terakhir, masih banyak terjadi di Negara berkembang terutama dipelosok 
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terpencil. Penetapan hukum Negara Indonesia terhadap suatu perkara dituangkan dalam 

Undang-Undang Negara. Sebagai Negara yang berfalsafah Pancasila, maka peraturannya 

disesuaikan dengan falsafah tersebut. Undang-Undang digunakan sebagai otoritas yang 

berfungsi untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menghukum., dan untuk membatasi 

sesuatu. Salah satu Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang (UU) perkawinan. 

 

(Miharso, 2004: 54) Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga 

sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh 

aturan hukum dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum Negara yang 

mengatur tentang masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa 

perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah 

mencapai usia 16 tahun. Pembatasan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi 

warga negara dimaksudkan agar orang yang melaksanakan perkawinan diharapkan sudah 

memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. 

Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, 

karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang dalam 

tujuan perkawinan yang menekankan kebahagiaan lahir dan batin. 

 

Pertumbuhan penduduk yang cepat disertai dengan permasalahan yang kompleks 

mulai dari kemiskinan, pendidikan yang rendah serta pengetahuan yang kurang 

menyebabkan kurangnya kesejahteraan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kali 

individu mendapat pendidikan dan pengalaman interaksi secara lebih luas serta keluarga 

juga merupakan dasar terbentuknya karakteristik seseorang yang akan berpengaruh 

terhadap lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Program Presiden Joko Widodo 

tahun 2016, dimana membangun ketahanan keluarga merupakan salah satu fokus 
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pemerintah agar terbentuk pribadi yang berlandaskan Nawacita. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, dimana keluarga mempunyai peranan penting bagi keselarasan dan keserasian 

menuju penduduk tumbuh seimbang. Dalam data yang dikumpulkan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa data tahun 2017 yaitu 

sejumlah 5.561.547, tahun 2018 yaitu sejumlah 3.289.165, dan tahun 2019 yaitu sejumlah 

39.048.041. (Data tahunan Perkawinan di Usia Dini 2015-2019). Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional. (www.pk.bkkbn.go.id) 

 

Lemahnya pertahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter dapat 

menimbulkan berbagai macam permasalahan yang merusak sistem dan tatanan sosial. 

Seperti permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, narkoba, 

kasus kenakalan remaja, tawuran dan seks bebas. Perkawinan usia dini ini meningkat 

karena menyangkut aspek kehidupan yang tidak terbatas. Untuk itu, Indonesia sebagai 

bagian dari perkembangan dunia perlu mempertimbangkan bagaimana akulturasi antara 

perkembangan kebutuhan. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini dengan tanggung 

jawab orang tua secara agama dan kebudayaan. 

 

Perkawinan usia dini ini yang marak terjadi dipelosok desa maupun perkotaan hal 

ini diperlukan seluruh pemangku kepentingan untuk saling bahu membahu untuk 

mengurangi angka perkawinan usia dini dengan melakukan Pendewasaan Usia Perkawinan. 

Dari permasalahan tersebut dapat dipastikan bahwa adanya ketidaksiapan pasangan dalam 

membangun rumah tangga ataupun keluarga serta kurangnya pemantauan dan peran dari 

anggota keluarga lainnya, seperti contohnya pernikahan yang terjadi diusia dini (Nasution 

2012: 283). Hal ini bisa dilihat data Perkawinan di usia dini nasional dari tahun 2015-2019 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Data Kasus Perkawinan Usia Dini Nasional 2015-2019  
Sumber: Diolah oleh penulis Data Tahunan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional, 2015-2019 

 

Menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Perkawinan usia dini di Indonesia mencapai 

persentase angka keseluruhan yaitu 36.684.610 dimana pernikahan di usia dini usia kurang 

dari 21 tahun bagi wanita dengan jumlah 15.685.524 (42,76%) dan perkawinan usia dini 

kurang dari 25 tahun bagi pria dengan jumlah 13.780.770 (37,57%). Jumlah Perkawinan 

usia dini di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 namun kembali naik 

pada tahun 2017. Pada tahun 2018 perkawinan usia dini kembali mengalami penurunan 

dibanding dari tahun 2017 sekitar 2.272.382. Peningkatan secara drastis perkawinan usia 

dini terjadi pada tahun 2019 yakni sebanyak 39.048.041 dalam persentase jumlah 

keseluruhan di Indonesia dengan perkawinan usia dini kurang dari 21 tahun dengan jumlah 

17.433.550 (44,65) dan perkawinan usia dini kurang dari 25 tahun dengan jumlah 

 

15.515.898 (39,74) . Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan 

hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Pemerintah 

pusat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menetapkan batas minimal usia kawin 

adalah 19 tahun yang tertuang dalam revisi Undang-undang no.16 tahun 2019. Sedangkan 

menurut BKKBN batas minimal kawin bagi perempuan sebaiknya 21 tahun , 
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sedangkan bagi laki-laki 25 tahun.Untuk itu diperlukan reformasi UU perkawinan terkait 

penetapan usia kawin. Perkawinan usia dini akan berdampak pada kehidupan keluarga dan 

kualitas sumberdaya manusia Indonesia dan berbanding lurus dengan tingginya angka 

perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun 

kehidupan rumah tangga. 

  
Berdasarkan data-data yang terkumpul oleh Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir dari tahun 2015-2019 bahwa akibat yang terjadi 

dariperkawinan usia dini yang paling menonjol adalah tingkat perceraian tinggi yang 

mencapai angka 1.210 perkara kasus lalu angka kematian bayi yaitu 66 kasus lalu yang 

terakhir yaitu angka kematian ibu terdapat 18 kasus. 

 

Selanjutnya, peran penting dalam menjalankan Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan telah direspon Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan 

payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 

2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. 

 

Sepanjang tahun 2015 sendiri data yang menunjukkan permasalahan dalam 

Program Pendewasan Usia Perkawinan ini hingga tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan 

terjadinya peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Adanya faktor permasalahan 

yang terjadi akibat dari perkawinan usia dini yaitu menyebabkan kasus perceraian, angka 

kematian bayi serta angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir akibat dari maraknya angka perkawinan usia dini. 
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Tabel 1. Data Dampak Perkawinan Usia Dini PALI 2015-2019 

Dampak Perkawinan di Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

Usia Dini 2015 2016 2017 2018 2019 

      

Perceraian 183 193 130 132 573 
      

Angka Kematian Bayi 16 10 6 20 14 
      

Angka Kematian Ibu 6 3 2 3 4 
      

Jumlah 205 206 138 155 591 
       
Sumber : Diolah oleh Penulis Data Kementerian Agama dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten PALI, 2015-2019 
 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa Perceraian tinggi menempati peringkat teratas dari 

dampak perkawinan usia dini di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Di Provinsi 

Sumatera Selatan, pada tahun 2019 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada pada 

urutan pertama perkawinan usia dini tertinggi. Penelitian ini berfokus pada data 

perkawinan usia dini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2019. Hal ini 

dikarenakan untuk meneliti penyebab tinggi angka perkawinan pada usia dini dan juga 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sendiri merupakan kabupaten baru terbentuk di 

pada daerah otonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga secara biologis 

perkawinan pada usia dini dari segi kesehatan tidak baik maupun dari moril yang belum 

siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga di usia dini. Di Provinsi Sumatera Selatan 

kesiapan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harusah memiliki kemampuan 

pemikiran yang penuh pertimbangan dari berbagai aspek sehingga tidak terjadi 

permasalahan saat berumah tangga Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 

kabupaten dan kota menggerakan program pendewasaan usia perkawinan untuh mencegah 

berbagai dampak yang terjadi. 
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Tabel 2. Data Perkawinan Usia Dini di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN, 2019 

 

Tabel 3. Data Perkawinan Usia Dini Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir Tahun 2019   
    ISTRI     SUAMI  

NO KECAMATAN PUS < 21 TAHUN  ≥ 21 TAHUN  < 25 TAHUN  ≥ 25 TAHUN  

   JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 
 

 (1)  (2) (3)  (4) (5=4/3) (6)  (7=6/3)  (8)  (9=8/3)  (10) (11=10/ 

                 3) 

 1.  Talang Ubi 12.530 8.324 66,43% 4.206 33,57% 7.386 58,95% 5.144 41,05% 
             

 2.  Penukal Utara 4.259 3.421 80,32% 838 19,68% 3.378 79,31% 881 20,69% 
             

 3.  Penukal 5.216 3.742 71,74% 1.474 28,26% 3.656 70,09% 1.560 29,91% 
             

 4.  Abab 4.678 3.406 72,81% 1.272 27,19% 3.102 66,31% 1.576 33,69% 
             

 5.  Tanah Abang 5.180 3.680 71,04% 1.500 28,96% 3.354 64,75% 1.826 35,25% 
             

   KABUPATEN 31.863 22.573 70,84% 9.290 29,16% 20.876 65,52% 10.987 34,48% 
 

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN, 2019 
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Pada tabel 2 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 682.427 

(55,35%) untuk wanita kawin dibawah <21 tahun dan 655,308(53,15%) untuk pria yang 

kawin dibawah usia 25 tahun bahwa dari 17 kabupaten/kota Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir berada pada posisi tertinggi dalam perkawinan usia dini bagi wanita dengan 

jumlah 22.573 (70,84%) dan perkawinan usia dini kurang dari 25 tahun bagi pria dengan 

jumlah 20.876 (65,52%). Sedangkan pada tabel 3 di Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir berjumlah 31.863 kasus perkawinan usia dini dari lima kecamatan. Dan dalam 

penelitian berfokus pada Kampung Keluarga Berencana desa Babat kecamatan Penukal 

dengan jumlah sebanyak 515(65,69%) untuk wanita yang kawin dibawah usia 21 tahun dan 

492(62,76%) untuk Pria yang kawin dibawah usia 25 tahun. Jumlah penduduk di Desa 

Babat Kecamatan Penukal berjumlah 4.777 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 2.317 

jiwa serta wanita berjumlah 2.460 jiwa serta jumlah Kartu Keluarga (KK) bekerja tetap 

berjumlah 71 KK dan bekerja tidak tetap berjumlah 671 KK. Data jumlah janda dan duda 

berjumlah 247 KK. Diketahui juga jumlah penduduk yang masih berstatus Sekolah Dasar 

(SD) berjumlah 730 jiwa, masih berstatus Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 

420 jiwa, dan yang masih berstatus Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 240 jiwa. 

Data sosial ekonomi yaitu terdiri dari 3 kategori yaitu: 1) Pra Sejahtera berjumlah 518 jiwa, 

 
2) Keluarga Sejahtera I berjumlah 332 jiwa, 3) Keluarga Sejahtera II berjumlah 247 jiwa, 

 

4) Anak Putus Sekolah berjumlah 263 jiwa. 

 

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Untuk melakukan upaya Program Pendewasan 

Usia Perkawinan terkhusus bagi kelompok remaja permasalahan kependudukan pada 

dasarnya terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Undang-Undang 

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas keluarga. 
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Dalam proses pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh 
 
 

bagi pembangunan dan ketahanan nasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Disebutkan 
 
 

pada pasal 12 ayat (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam : 
 

 

a. menetapkan kebijakan nasional; 
 
 

b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
 
 
c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; 
 
 

d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi, pelaksanaan perkembangan kependudukan dan 

pembangunan keluarga. 

 

Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan harus segera disosialisasikan di 

kalangan remaja, agar mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental saat 

memasuki kehidupan berkeluarga. BKKBN menilai pentingnya pendewasaan usia 

perkawinan melalui program Generasi Berencana yang bertujuan memberikan pengertian dan 

kesadaran kepada remaja tentang perkawinan. Program ini memberikan pengetahuan kepada 

remaja terutama tentang pendewasaan usia perkawinan. Dalam implementasi program PUP di 

Kabupaten PALI merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten PALI. 

 

Program PUP serta pelayanan yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir disebutkan pada pasal 3 perbup PUP dimana bertujuan untuk 

memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, 

mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dalam kehidupan berkeluarga 

memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan sosial, ekonomi serta menentukan 

jarak dan angka kelahiran. 

 
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : 

 

a. komunikasi, informasi, dan edukasi; 



10 

b. konseling; dan 
 
 

c. pelayanan klinis medis. 

 

(1) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, meliputi materi: 

 

a. pendidikan keterampilan hidup sehat; 
 
 
b. ketahanan mental melalui keterampilan sosial; 
 
 
c. sistem, fungsi, dan proses reproduksi; 
 
 
d. perilaku seksual yang sehat dan aman; 
 
 
e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya; 
 
 
f. keluarga berencana;dan 
 
 
g. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan 

reproduksi. 

 

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan 

privasi dan kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan konselor sebaya 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya. 

 
(3) Pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c termasuk deteksi dini 

penyakit/screening, pengobatan, dan rehabilitasi. 

 
Dalam menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini dilakukan oleh bidang 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis 

dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 

 

 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

 

b. Pelaksanaan kebijakan pelaksanaaan dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 
 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita 

 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pembinaan Ketahanan Remaja 

 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan 
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Dengan adanya pendirian suatu instansi yang bertugas dalam menjaga keseimbangan 

kehidupan bermasyarakat merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari adanya Undang-Undang 

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pertumbuhan Keluarga. Dinas 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertekad mengajak masyarakat untuk turut serta 

menekan angka perkawinan usia dini. Karena pada usia itu banyak risiko yang akan dihadapi 

pasangan pernikahan usia dini Salah satunya adalah kenaikan angka kelahiran dan lonjakan 

penduduk tetapi dengan kualitas rendah. Usia ideal perkawinan adalah untuk laki-laki 25 

tahun dan perempuan 21 tahun. Pada usia itu, pasangan perkawinan lebih siap dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam melakukan sosialisasi peningkatan pendewasaan 

usia perkawinan, maka lebih mengaktifkan lagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja serta Duta Generasi Berencana (Genre). 

 

 

Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, Melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas 

Kesehatan , Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten PALI. Masih tingginya 

angka perkawinan usia dini di Kabupaten PALI ini terutama data dari Provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2019 menunjukkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertinggi 

angka perkawinan usia dini Tingginya angka perkawinan di usia dini di Kabupaten PALI ini 

disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurang memahami tentang dampak 

negatif nya melakukan perkawinan di usia dini, Budaya lokal yang dinamakan “MUKUN” 

yaitu adanya acara perkawinan dimana salah satu pihak dari calon pengantin tersebut 

memberikan sebuah barang kepada calon pengantin satunya lagi sehingga pihak keluarga 

merasa ingin membalas jasanya dengan mengawinkan anaknya meskipun masih belum 

memenuhi standar usia perkawinan, masih banyaknya remaja yang jarang mendengar 

informasi dari radio sehingga diperlukan media sosial seperti youtube dan instagram. 
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A. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di latar belakang, dirumuskan masalah penelitian ini,yaitu : 

 

1. Bagaimana Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung 

Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir ? 

 
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan 

Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ? 

 
B. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung 

Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir. 

 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan 

Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

 
C. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Secara Teoritis 

 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pelaksanaan program terutama 

tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan dengan menggunakan model 

Implementasi Kebijakan Publik. 

 
2. Manfaat Secara Praktis 

 

Ditinjau dari aspek praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan. Serta memberikan masukan bagi DPPKBPPPA Kabupaten PALI dalam 

merumuskan kebijakan dan meningkatkan pelayanan dalam Program PUP. 
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